ABSTRAK

Tesis dengan judul “Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Trenggalek tentang
Regulasi Penggangkatan Anak™ ini ditulis oleh Purwanti dengan Promotor Dr. Iffatin
Nur, M.Ag. dan Dr. Kutbudin Aibak, M.H.IL.

Kata Kunci: Ketaatan, Pengangkatan Anak

Di wilayah Kabupaten Trenggalek pengangkatan anak termasuk dalam katagori
terbesar kedua setelah kota Surabaya. kasus pengangkatan anak di Kabupaten Trenggalek
ini tingginya melampaui dari Kabupaten lain yang ada di Jawa Timur meskipun secara
geografis wilayah Kabupaten Trenggalek berada pada daerah pesisir. Hal tersebut
memungkinkan terjadinya praktik pengangkatan anak dibawah tangan, sehingga dapat
berakibat penghilangan nasab anak dan permasalahan dalam kewarisan.

Fokus dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
pemahaman masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak?,
(2) Bagaimana ketataan hukum masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi
pengangkatan anak?

Tesis ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dengan regulasi yang ada
tentang pengangkatan anak di Kabupaten Trenggalek sehingga kemudian berguna bagi
masyarakat secara umum untuk bagaimana cara melakukan pengangkatan anak yang
dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Pemahaman
masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yakni lebih
mengarah kepada pemahaman bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat, yakni lebih
cenderung mengambil anak dari saudara, baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami
yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua
angkat, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat dan disaksikan oleh
masyarakat serta tokoh masyarakat. Namun untuk mendapatkan pengakuan hukum
mereka juga mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri supaya
berkekuatan hukum tetap. (2) Ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Trenggalek
terhadap regulasi pengangkatan anak lebih cenderung kepada hukum positif, hal ini
terbukti dengan lebih banyak penetapan di Pengadilan Negeri dibandingkan yang ada di
Pengadilan Agama. Ini dikarenakan karena pemahaman mereka terhadap pengangkatan
anak dan arahan dari Dinas Sosial. Mereka beranggapan penetapan dari Pengadilan
Negeri lebih menjamin kesejahteraan anak angkat dibandingkan penetapan di Pengadilan
Agama, termasuk diantaranya mengenai hak waris.
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ABSTRACT

Thesis With tittle “Legal Obedience of the Trenggalek Regency Community
regarding the Regulation of the Appointment of Children” Written by Purwanti.
Department of Islamic Economics Law, Graduate Program, State Islamic Institute (IAIN)
of Tulungagung. Promoter Dr. Iffatin Nur, M.Ag. and Dr. Kutbudin Aibak, M.H.I.
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In the Trenggalek Regency, the adoption of children is included in the second
largest category after the city of Surabaya. this case of adoption in Trenggalek Regency
surpasses that of other regencies in East Java, although geographically the area of
Trenggalek Regency is in the coastal area. This allows the practice of adopting children
under the hands, so that it can result in the disappearance of the child and problems in
inheritance.

The focus of this research (1) What is the understanding of the people of
Trenggalek Regency regarding the regulation of adoption? (2) What is the legal standing
of the people of Trenggalek Regency towards the regulation of adoption?

This thesis is useful to increase knowledge with existing regulations regarding the
adoption of children in Trenggalek Regency so that it is then useful for the community in
general for how to carry out adoption in a manner that is justified by law.

Based on the results of this thesis, the authors conclude that: (1) The
understanding of the Trenggalek Regency community towards adoption regulations is
more directed at understanding that adoption in customary law, which is more likely to
take children from you, both from the wife's side and husband's side. based on agreement
between biological parents and prospective adoptive parents, carried out based on the
customs of the local community and witnessed by the community and community
leaders. However, to obtain legal recognition, they also submitted a request for stipulation
in the District Court in order to have permanent legal force. (2) The legal obedience of
the Trenggalek Regency community towards the regulation of adoption is more likely to
be positive law, this is evidenced by the more determination in the District Court than in
the Religious Court. This is because of their understanding of the adoption of children
and direction from the Social Service. They think that the determination of the District
Court guarantees the welfare of adopted children compared to stipulations in the
Religious Courts, including among them regarding inheritance rights.



